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ABSTRACT

ISWAN KASIM. H1117071. THE GOVERNOR’S AUTHORITY IN THE
ESTABLISHMENT OF DISTRICT/MUNICIPAL LOCAL REGULATION IN
GORONTALO PROVINCE (A DISCRETION OF REGISTRATION NUMBER
REGARDING TO BOALEMO DISTRICTS LOCAL GOVERNMENT
BUDGET IN 2019)

The objectives of the study are to (1) identify the procedure for issuing the
registration number of local regulation draft regarding the local government
budget, and (2) identify the juridical review on Governor’s Degree that against
the laws and regulations from a discretion aspect. The study employs
normative/library research method by researching secondary sources of law
which are compiled systematically and thoroughly that lead to conclusions in
response to the problem being studied. The study discusses the procedure for
issuing registration number regulated in Law Number 23/2014 regarding local
government and Ministry of Home Affairs Regulation Number 120/2018
regarding the amendment to Ministry of Home Affairs Regulation Number
80/2015 regarding the establishment of local law product. A local government
regulation draft cannot be established as local regulation without the registration
number. In terms of discretion, the governor’s act against the Laws and
Regulations in issuing the registration number of local regulation draft regarding
the local government budget that juridically based on the scope included in the
definition of discretion in Law Number 30/2014 where the law provides the
option, absent, incomplete or unclear, and/or administration stagnancy, is
formally not accomplished. The failure of the juridical review will have legal
consequences and administrative sanction whenever there are findings of misuse
of local budget management by the Boalemo district government concerning the
evaluation outcome that is not being followed up.

Keywords: authority, registration number, discretion, local regulation, local government
budget.
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ABSTRAK

ISWAN KASIM. H.11.17.071. WEWENANG GUBERNUR DALAM
PROSES PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
GORONTALO (DISKRESI DALAM PEMBERIAN NOMOR REGISTER
TENTANG APBD KABUPATEN BOALEMO PADA TAHUN 2019)

Tujuan Penelitian ini untuk (1) Mengetahui Prosedur Penerbitan Nomor Register
Ranperda tentang APBD; (2) Mengetahui tinjauan yuridis terhadap
Keputusan/Tindakan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan Perundang-
Undangan dalam aspek Diskresi. Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian
Normatif/Penelitian kepustakaan. metode ini dilakukan dengan meneliti bahan
hukum sekunder yang disusun secara sistematis dan cermat sehingga dihasilkan
konklusi untuk menjawab masalah yang diteliti. Pembahasan Penelitian terkait
prosedur penerbitan Nomor Register diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Permendagri No. 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah. Tanpa Nomor Register sebuah Rancangan Perda tidak
dapat ditetapkan menjadi Perda. Dari aspek Diskresi, Tindakan gubernur yang
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dalam menerbitkan Nomor
Register Ranperda APBD, bahwa secara yudiris unsur-unsur dalam pengertian
diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni peraturan
memberikan pilihan, peraturan tidak mengatur, peraturan tidak lengkap/tidak
jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, tidak terpenuhi secara formal. Tidak
terpenuhinya aspek yurudis ini akan berakibat hukum dan sanksi administrasi
apabila terdapat temuan penyelahgunaan pengelolaan APBD (Korupsi) oleh
pemerintah  Kabupaten Boalemo terhadap hasil evaluasi yang tidak
ditindaklanjuti.

Kata kunci : Wewenang, Nomor Register, Diskresi, Peraturan Daerah, APBD..
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara dengan keragaman dan kearifan
lokal yang berbeda-beda dan terdiri atas pulau-pulau yang kesemuanya
disatukan oleh Norma Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun
1945. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD RI 1945 bahwa Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk Republik.! Bentuk negara kesatuan yang dianut
oleh bangsa Indonesia memberikan dampak bahwa hanya ada satu
pemerintahan yang sah dan mengakui satu hukum yakni hukum nasional
yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.? Menurut kusnadi dan
Harmaily bahwa negara kesatuan merupakan negara yang terdiri satu negara
saja dan tidak mengenal adanya negara dalam negara seperti bentuk negara
federal.®

Konsekeansi bentuk negara kesatuan yang dianut bangsa Indonesia,
menjadikan  pemerintahan  pusat harus  melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada pemerintahan daerah. Dalam  lingkup
ketatanegaraan hal ini dikenal dengan Desentralisasi, yang artinya
pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Provinsi dan kabupaten serta kota untuk mengurus daerah yang menjadi

'UUD NRI Tahun 1945

?Sukardi, 2016. Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Gentha Publishing,
hal. 1

*Muhammad Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Cet-5, Jakarta: Sinar Bhakti, hal. 249



wilayah pemerintahannya masing-,masing. Desentralisasi meruupakan suatu
sistem atau cara guna mewujudkan asas demokrasi dengan membuka ruang
bagi rakyat untuk ikut serta berpartisi dalam penyelenggaraan pemerintahan
negara.

Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah
otonom sebagaimana dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 diserahkan
sebagaian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang
diatur dalam perarturan perundang-undangan dalam bentuk desentralisasi.
Kewenangan desentralisasi yang diberikan kepada daerah salah satunya Hak
untuk membentuk perda dan peraturan lain untuk penyelenggaraan otonomi
daerah dam tugas pembantuan,* ketentuan tersebut diatur Pasal 18 Ayat (6)

Hak membentuk perda untuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh UUD NRI tahun 1945 kepada daerah
bukan berarti bahwa pemerintah daerah dapat dengan bebas membentuk
Perda yang dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Sebagaimana hierarki dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menjabarkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut,
maka dibentuklah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang salah satunya mengatur perihal mekanisme dan pengawasan produk
hukum daerah. ketentuan mekanisme dan pengawasan produk hukum

daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana melalui Permendegari

‘UuD Negara Rerpublik Indonesia Tahun 1945



RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Rl Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.

Adapun nilai dasar otonomi daerah yang terkandung dalam UU No.
23 tahun 2014 dan Permendagri Rl No, 120 Tahun 2018 diaktualisasikan
dalam bentuk penyelenggaraan kewenangan oleh pemerintah daerah dalam
batas-batas Kedaulatan sebagai bentuk negara kesatuan republik Indonesia.
Dalam lingkup ini pelaksanaan desentralisasi diselenggarakan dengan pola
pendelegasian sebagian kekuasaan/kewenangan pemerintah pusat kepada
daerah, dalam Kkonteks ini terdapat dua bagian penting dalam
penyelenggaraan asas desentralisasi yakni pertama, pembentukan daerah
otonom dan kedua legalitas kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri hal-hal tertentu urusan
pemerintahnya.” Dalam pola desentralisasi, pemerintah pusat juga
memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil
keputusan atau tindakan atas inisiatif sendiri guna pemenuhan kebutuhan
daerah dan masyarakat diwilayahnya. Namun urusan yang berkaitan dengan
kepentingan negara dalam rangka pencapaian tujuannya, dalam pemberian
kebebasan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom
tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masih adanya
pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bentuk prevensi yakni

pemberlakukan pengesahan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat sebelum

*HAW. Widjaja, 2006. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Perdasa,
hal. 49



Produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah berlaku dan menjadi
peraturan.®

Mencermati hal diatas, Dalam konteks pengawasan produk hukum
daerah dikenal dalam tiga bentuk pengawasan yakni pengawasan Preventif,
Reprensif dan pengawasan Umum. Pengawasan umum secera teknis
pengawasan bagi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Mendagri,
dan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati/Walikota sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah. Adapun pengawasan preventif diartikan
bahwa setiap produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebelum
diberlakukan perlu mendapatkan pengesahan dari Mendagri untuk produk
hukum daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dapn Perda tertentu
untuk kabupaten/kota dan Pengesahan dari Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat untuk Produk hukum kabupaten/kota. Untuk pengawasan
Represif dilakukan dalam bentuk penangguhan dan pembatalan Produk
Hukum Daerah, kewenangan ini diberikan kepada Mendagri untuk Produk
Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat juga diberikan kewenang pengawasan represif untuk
produk hukum kabupaten/kota.

UU No. 23 Tahun 2014 dan Pemendagri No. 120 tahun 2018 berlaku
dua bentuk pengawasan yakni pengawasan bentuk Prepentif dan
pengawasan represif. Pengawasan Preventif yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan tersebut yakni dengan pola evaluasi dan fasilitasi

°R. Abdoel Djamali, 2007. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, hal. 90



rancangan Produk hukum daerah. Evaluasi dan fasilitasi dalam bentuk
rekomendasi oleh pejabat berwenang menjadi acuan dalam pembentukan
produk hukum daerah dengan melakukan penyempurnaan Produk hukum
Daerah yang dibentuk. Untuk evaluasi dan fasilitasi Produk Hukum Daerah
Provinsi dan Produk Hukum Daerah tertentu kabupaten/kota menjadi
kewenangan Mendagri sedangkan Produk Hukum Daerah kabupaten/kota
menjadi kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Pengawasan dalam bentuk reprensif dilakukan dalam bentuk
pembatalan produk hukum daerah yang materi muatannya bertentangan
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kesusilaan dan kepentingan umum. Kewenangan pembatalan produk hukum
daerah ini menjadi kewenangan Mendagri Untuk produk hukum daerah
Provinsi dan Kab/Kota dan Gubernur untuk produk hukum kabupaten/kota.
Terkait kewenangan Pembatalan Perda Kabupaten/Kota oleh
Mendagri dan Gubenur berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
137/PUU-XI111/2015 mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri dan
Gubernur dalam pembatalan Perda kabupaten/kota.sebagiamana diatur
dalam pasal 251 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 kemudian diperkuat lagi dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 vyang mencabut

kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan Perda Provinsi.?

’Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-X111/2015 terkait kewenangan pembatalan Perda
Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

8putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X1V/2015 tentang kewenangan pembatalan Perda
Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri.



Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah pusat
memperkuat regulasi pengawasan (Executive Preview) dalam bentuk
Evaluasi/fasilitasi dan Pemberian Nomor Register Rancangan Perda.

Konteks pengawasan preventif peraturan daerah yang akan dibentuk
oleh kabupaten/kota, gubernur diberikan tugas untuk melakukan evaluasi
Ranperda Kabupaten/Kota. Ketentuan evaluasi Ranperda diatur dalam Pasal
245 ayat (3) dinyatakan:

Ranperda kab/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD,
perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, retribusi
daerah, pajak daerah, dan tata ruang daerah wajib mendapat evaluasi
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh
bupati atau walikota.®

Selanjutnya kewenangan pengawasan dalam bentuk Pemberian
Nomor Register Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur disebutkan dalam,
UU No. 23 tahun 2014:

Pasal 242 ayat (5) :

Menteri memberikan nomor register rancangan perda Provinsi dan
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan nomor register
rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak
rancangan Perda diterima.*

Pasal 243 ayat (1)
Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat
ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam
lembaran daerah.**

Pasal 243 ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register
Perda diatur dengan Peraturan Menteri.'?

9Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wipid.

llUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

12 pid.



Ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang
memberikan wewenang gubernur dalam menerbitkan nomor register untuk
Ranperda Kab/kota dan adanya konsekuensi Ranperda tidak dapat
ditetapkan menjadi Perda apabila belum mendapatkan nomor register (vide
pasal 243 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014) menjadikan wewenang gubernur
dalam menentukan ranperda menjadi Perda sangat besar. Meskipun DPRD
dan Bupati/walikota telah menetapkan dan menyetujui bersama Ranperda
tersebut namun Gubenur dapat membatalkan keputusan bersama penetapan
Ranperda yang telah ditetapkan dan disetujui bersama DPRD dan Kepala
Daerah dengan tidak menerbitkan Nomor Register. hal ini dilakukan
gubernur apabila evaluasi gubernur tidak ditindaklanjuti oleh DPRD dan
Kepala Daerah.

Sesuai amanat ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dalam pasal 243 ayat
(3), maka Mendagri menerbitkan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No.
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Ketentuan
Pemberian nomor Register Rancangan Perda Kabupaten/kota sebagaimana
diatur dalam Permdagri bahwa :

Pasal 101 ayat (3) :
Bupati/Walikota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati/walikota bersama DPRD

melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan
evaluasi dan fasilitasi.®

13Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



Pasal 101 ayat (5) :

Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan Noreg sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), melakukan verifikasi terhadap
rancangan perda yang telah dilakukan penyempurnaan.**

Pasal 101 ayat (6)

Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan perda tidak
sesuai dengan hasil evaluasi dan hasil fasilitasi, rancangan perda
provinsi dan kabupaten Kota tidak diberikan Noreg.™

Mencermati  ketentuan tersebut diatas, peneliti mendapatkan
permasalahan dilapangan pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten
Boalemo mengajukan Evaluasi Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran
2020, setelah dilakukan evaluasi olen Tim Asistensi Pemerintah Daerah
(TAPD) Provinsi Gorontalo, hasil Evaluasi tersebut dituangkan dalam Surat
Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 399/29/X111/2019 tentang tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang APBD
Tahun Anggaran 2020 dan Ranperbub Boalemo tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 24 Desember 2019
dalam SK Evaluasi tersebut terdapat beberapa Item yang wajib ditindak
lanjuti dan Pada Tanggal 28 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten
Boalemo mengajukan penerbitan Nomor Register dan surat persetujuan
bersama DPRD Kabupaten Boalemo dengan melampirkan hasil tindak
lanjut evaluasi gubernur. Sebelum diterbitkan Nomor Register Pemerintah
Provinsi melalui TAPD terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap

tindak lanjut SK Evaluasi Gubernur yang telah disempurnakan oleh

14,
Ibid.

YPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



Pemerintah Kabupaten Boalemo. Hasil verifikasi ternyata terdapat satu item
dalam SK Evaluasi Gubernur yang tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah
Kabupaten yakni :

Khusus untuk Belanja modal jalan Irigasi dan Jaringan pengadaan jalan
yang terdapat pada program peningkatan pertanian/perkebunan atau
kegiatan penyediaan saran produksi pertanian/perkebunan sebesar Rp.
48.698.000.000 bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dinas pertanian
sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintagh nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, harus dialihkan ke perangkat daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi dibidang Infrastruktur dan bukan
kewenangan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.®

Penganggaran sarana dalam urusan dipindahkan ke Dinas Pekerjaan
Umum berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran
Rancangan APBD tahun 2020. Anggaran tersebut dipecah-pecah menjadi
Paket-paket penunjukkan langsung senilai kurang dari Rp.
200.000.000/masing-masing paket. Pemaketan ini harus tidak dalam
rangka memecah pengadaan baran/jasa menjadi beberapa paket dengan
maksud menghindari tender/selseksi.’

Atas temuan tersebut maka, pemerintah Provinsi melakukan
koordinasi perihal point yang tidak ditindak lanjuti sehingga nomor register
tidak dapat diterbitkan. Pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai batas akhir
penetapan Ranperda APBD TA. 2020, Pemerintah Kabupaten Boalemo
melakukan pertemuan bersama TAPD Provinsi Gorontalo untuk
mengklarifikasi terkait item vyang tidak ditindaklanjuti. Pada tahap
klarifikasi pemerintah kabupaten Boalemo menyatakan bahwa anggaran
tersebut dipecah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan jalan usaha

tani jika paket tersebut disatukan maka akan melalui proses tender yang

'®Lampiran SK Gubernur Gorontalo No. 399/29/X11/2019 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Boalemo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Dan

Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

pid.
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membutuhkan waktu serta hanya dapat dimenangkan oleh salah satu

perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi waktu pelaksanaan

pekerjaan dan jalan usaha tani ini sangat dibutuhkan segera oleh Petani.

Pemerintah Kabupaten Boalemo akan bertanggungjawab terhadap

konsekuensi jika terjadi permasalah hukum.®

Mencermati alasan tersebut Tim TAPD melakukan konsultasi kepada
gubernur, Tim TAPD memberikan pertimbangan bahwa : *°

1. Pemerintah Kabupaten Boalemo akan bertanggungjawab penuh jika
terjadi permasalahan Hukum dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Ranperda APBD harus sudah ditetapkan dan diundangan oleh
Pemerintah Kabupaten Boalemo Pada hari ini Tanggal 31 Desember
2019.

3. Apabila Ranperda APBD tidak ditetapkan tepat pada tanggal 31
Desember 2019 maka pemerintah Kab. Boalemo akan mendapatkan
sanksi pemotongan Dana Tranfer Umum oleh Pemerintah Pusat dan
penundaan pembayan gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD selama 6
bulan.

4. Akibat yang dapat ditimbulkan maka roda pemerintahan di kabupaten
Boalemo tidak akan berjalan maksimal disebabkan rencana APBD Tahun
anggaran 2020 tidak ditetapkan dan juga berakibat pada terhambatnya

program peningkatan kesejahteraan rakyat.

Diskusi dengan Ferry Rezeky, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum Pengaturan,
Tanggal 1 Maret 2021, di Ruang Biro Hukum Setda Provinsi Gorontlao.

Diskusi dengan Ferry Rezeky, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum Pengaturan,
Tanggal 1 Maret 2021, di Ruang Biro Hukum Setda Provinsi Gorontlao.
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Atas pertimbangan tersebut maka, pada tahun 2019 Gubernur
memberikan persetujuan untuk menerbitkan nomor register Ranperda
tentnag APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020.

Tindakan Gubernur Gorontalo dalam menerbitkan nomor register
diatas tentunya berdampak pada terlanggarnya ketentuan Pasal 101 ayat (6)
Permendagri No. 120 Tahun 2018

Jika Negara Hukum menganut Asas Legalitas maka tentunya tindakan
gubernur tidak dapat dibenarkan. Namun pada aspek administrasi
pemerintahan, dalam keadaan tertentu/mendesak pejabat pemerintahan
berwenang atau penyelenggara negara lainnya dapat mengadakan atau tidak
mengadakan perbuatan nyata dalam rangka melancarkan penyelenggaraan
pemerintahannya. hal ini dikenal dengan Diskresi. Pengertian diskresi
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 bahwa :

Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh
pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau
tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Mencermati pengertian Diskresi diatas dapat peneliti nyatakan bahwa
pengambilan keputusan atau tindakan Gubernur yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan hanya dapat dianalisis dari aspek diskresi.
keabsahan tindakan tersebut wajib memenuhi salah satu unsur-unsur dalam
pengertian diskresi yakni (1) Peraturan perundang-undangan yang

memberikan pilihan; (2) Peraturan perundang-undangan tidak mengatur; (3)

20Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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Peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan/atau (4)
Adanya stagnasi pemerintahan.?

Unsur-Unsur dalam pengambilan Diskresi tersebut merupakan
pondasi atau landasan utama dalam pengambilan diskresi sehingga sangat
penting bagi peneliti untuk mengkaji apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi
atau tidak dengan melakukan perbandingan dan penelitian terhadap
peraturan perundang-undangan lainnya dalam pemberian nomor register
APBD Kabupaten Boalemo. Disamping itu peniliti juga merasa perlu untuk
menguraikan proses pemberian nomor register berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.
1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Pemberian Nomor Register Ranperda tentang APBD
menurut Peraturan Perundang-Undangan?

2. Bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindakan gubernur dalam
pemberian nomor register Ranperda APBD yang bertentangan dengan

ketentuan perundang-undangan dari aspek Diksresi?
1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemberian nomor register Rancangan Perda

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

21Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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2. Untuk mengetahui kesesuaian tindakan gubernur dalam pemberian
nomor register dalam aspek diskresi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan .

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritik.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan dan gagasan yang berguna bagi pengembangan ilmu

hukum dalam hukum tata negara pada umunya dan khususnya
administrasi pemerintahan dalam pengambilan kebijakan atau tindakan
pemerintah dalam pemberian Nomor Register Rancangan Perda.

2) Manfaat Praktis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
terhadap kewenangan gubernur dan proses pemberian nomor
register Rancangan Peraturaun Daerah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merespon permasalahan yang
dikaji, khususnya tindakan Gubernur yang bertentangan dengan
Peraturaun Perundang-Undangan.

3. Hasil penelitian ini utamanya dapat memberikan kontribusi dan
pandangan para pemerhati hukum administrasi publik, masyarakat
dan pemerintah serta menambah pemahaman tentang

perkembangan pengetahuan dibidang hukum administrasi.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Hierarki Peraturan Perundang Undangan

Pembentukan peraturan tertulis (Peraturan Perundang undangan)
merupakan norma hukum yang sifathya umum dan abstrak. Dalam
pembentukan peraturan tertulis pada umumnya didasarkan pada dua hal
yakni Pertama, Pembentukan peraturan tertulis merupakan perintah undang-
undang Dasar; Kedua, Pembentukan peraturan tertulis dibentuk karena
kebutuhan hukum?

Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, wajib
memperhatikan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lebih
tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.? Konsep dan Teori hierarki peraturan
perundang undangan merupakan bagian dalam prinsip hukum yang
digunakan di indonesia dimana norma hukum tertulis tersusun secara
berjenjang dalam validitas keseluruhan norma hukum yang terbentuk dalam
satu kesatuan norma hukum.

Secara historis, Sistem hukum berjenjang dikemukakan oleh Hans
Kelsen dan menjadi rujukan dalam ilmu hukum teori tersebut yakni
Stufenbau Theory. Menurut Hans Kelsen bahwa Norma Dasar (Basic

Norm/Grundnorm) adalah norma tertinggi. dalam sistem norma ini tidak

lJimly Asshiddigie, 2006. Perihal Undang Undang, Jakarta: Konstitusi Press. Hal. 101

?Umbu Rauta, 2016. Konstitusionalitas Pengujian  Peraturan Daerah, Yogyakarta:Genta
Publishing Hal. 65

14
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terdapat lagi pembentukan norma yang diatasnya, namun norm dasar
tersebut harus terlebih dahulu di tetapkan oleh masyarakat sebagai
grundnorm guna menjadi rujukan bagi norma norma yang ada dibawahnya,
sehingga grundnorm tersebut dapat d dkatakan pre-supposed.’

Teori yang dianut Hans Kelsen didasarkan pada teori Adolf Merkl
yang menyatakan bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah (das
doppelite rechtsantliz). Menurutnya Norma hukum ke atas akan selalu
menjadi asas dan sumber norma hukum di atasnya, jika ke bawah maka ia
akan menjadi asas dan sumber bagi norma hukum di bawahnya, hal ini
menjadikan norma hukum relatif memiliki batas waktu (rechtskracht). Masa
berlaku suatu norma hukum ditentukan oleh norma hukum diatasnya. Jika
norma hukum yang ada diatasnya dihapus atau dicabut, pada hakikatnya
norma hukum dibawahnya juga akan terhapus atau tercabut.*

Norma dasar yang dianut oleh Adolf Merkl tidak berbeda dengan
Norma dasar yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, dimana pemikiran
Adolf Merkl bahwa norma dasar yang menjadi sandaran hukum dibawahnya
dapat diubah (contohnya amandemen Undang-Undang Dasar yang dijadikan
norma hukum tertingi), sedangkan norma dasar yang dikemukakan oleh
Hans Kelsen merupakan sesuatu yang abstrak yang dapat diartikan tidak

tertulis dan diberlakukan secara umum.Groundnorm tersebut dalam arti

SAhmad Redi, 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Jakarta: Sinar
Grafika Hal. 41
*Maria Farida Indrati S, 2017. llmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan),
Yogyakarta: Kanisius. Hal 41-42
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formal dijadikan sebagai landasan untuk semua sumber hukum dan
memiliki sifat meta juristic. ®

Pendapat Hans Kelsen tersebut, dielaborasi lagi oleh muridnya yakni
Hans Nawiasky, dengan Theorie Von Stufenbau derRechtsordnung. Susunan
norma Menurut pendapat Hans Nawiasky adalah:

1. Staat sfundamental norm (Norm Fundamental Negara);

2. Staats grundgesetz (Aturan Dasar/asas Negara);

3. Formell Gesetz (Undang Undang Formal/Tertulis);

4. Verordnung En Autonome Satzung (Peraturan Pelaksana dan Peraturan
Otonomi).®

Lebih lanjut, basic norm yang disebutkan Hans Kelsen menurut Hans
Nawiasky bahwa teori basic norm dalam satu negara tidak disebut sebagai
staats grundnorm namun disebut sebagai Staatsfundamentalnorm.
Grundnorm pada intinya tidak dapat diubah lagi, sedangkan norma tertinggi
dapat berubah dengan revolusi atau kudeta.’

Teori yang dikemukakan oleh Nawiasky selanjutnya oleh A. Hamid
S.Attamimi menerapkannya kedalam sistem tata hukum di negara
Indonesia. Atas dasar teori tersebut struktur hierarki tata hukum di Indonesia
oleh Attami disebutkan sebagai berikut : (1) Pancasila (Pembukaan UUD
1945) sebagai bagian Norma Fundamental Negara; (2) Batang Tubuh UUD
Tahun 1945, Tap-MPR, serta Konvensi sebagai bagian dari Aturan

Dasar/Asas Negara; (3) Undang-Undang sebagai bagian Undang-Undang

°| Gde Pantja Astawa, 2008. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia,
Bandung: PT. Alumni. Hal. 37

SAhmad Redi, 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Jakarta: Sinar
Grafika Hal. 41.

"Ibid, Hal 42
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Formal/Tertulis; (4) Dalam susunan hierarki dimulai dari Peraturan
Pemerintah, sampai keputusan bupati dan walikota sebagai bagian Peraturan
Pelaksana dan Peraturan Otonom. ®
Stufenbau Theory oleh Kelsen yang selanjutnya dikembangkan
Nawiasky dengan Theorie Von Stufenufbau der Rechtsordnung yang
menempatkan norma hukum secara berjenjang dari yang tertinggi sampai
paling rendah, menjadi dasar dalam sistem peraturan perundang undangan
di Indonesia yang dikenal dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
Adapun Jenis dan Hierarki peraturan perundang undangan
sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (1) hierakinya adalah : °
a) UUD NRI Tahun 1945;
b) Tap MPR,;
c) UU/Perppu;
d) PP;
e) Perpres;
f) Perda Provinsi; dan
g) Perda Kabupaten/ Kota
Kekuatan hukum masing-masing peraturan diatas didasrkan atas
hirearkinya® sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 Ayat (2).
Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 7 ayat (1). Peraturan Perundang Undangan lainnya yang juga memiliki

kekuatan hukum mengikat disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) diantaranya

SAhmad Redi, 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Jakarta: Sinar
Grafika Hal. 42.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
10p1;
Ibid.
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peraturan yang ditetapkan olen Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MA, MK, BPK, KY, BI,
Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Peratiran
DPRD Provinsi, Pergub, Peraturan DPRD Kabupaten/Kota, Peratuaran
Bupati/Walikota, Peraturaun Kepala Desa atau yang setingkat.™

Peraturan sebagaimana di uraikan diatas memiliki kekuatan mengikat
jika dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan atau
kewenangan yang melekat pada lembaga tersebut.'? sebagimana disebutkan
dlaam Pasal 8 ayat (2).

Untuk menguji materi UU yang bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945, lembaga yang diberikan kewenangan adalah MK sedangkan
untuk peraturan dibawah UU pengujiannya menjadi kewenangan MA, hal
tersbut diatur dalam Pasal 9.

Teori Kewenangan

2.2.1. Pengertian Wewenang

Istilah kekuasaan dan kewenangan dari aspek Hukum Tata
Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), maknanya
beririsan dengan pelaksanaan fungsi dari pemerintahan.

Bagir Manan sebagimana disadur Ridwan HR. Menuliskan bahwa
makna bahasa hukum otoritas tidak sama dengan kekuasan. Kekuasaan

Pemerintah hanya divisualisasikan hak bertindak atau tidak bertindak,

'UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2|bid.
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adapun wewenang memiliki hak serta kewajiban. Hak mewakili kekuatan
pemerintahan dalam mengatur urusannya sendiri, namun secera
horizontal kewajiban dapat dimaknai bahwa kekuasaan pemerintah untuk
menjalankan pemerintahannya dalam satu tertib ikatan pemerintah dari
mandat secera umum.**

Dari pendapat tersebut diatas jelas bahwa kekuasaan dan
kewenangan memiliki tujuan yang berbeda jika kekuasaan hanya
memiliki hak sedangkan kewenangan memiliki hak dan kewajiban dalam
menjalankannya.

Menurut KBBI online, kata wewenang mempunyai makna : (a)
Hak serta kekuasaan dalam bertindak; (b) Kewenangan kekuasaan untuk
membuat suatu keputusan, memerintah serta menyerahkan seluruh
tanggung jawab kepada orang lain; (c¢) Fungsi yang dapat atau tidak
dilaksanakan.** Adapun kewenangan mempunyai pengertian : (a) Hak
berwenang; (b) Hak serta kekuasaan yang dimiliki untuk bertindak.™

Menurut Ridwan HR, terkait perbuatan/tindakan hukum yang
dapat laksanakan oleh Pemerintahan Pusat, maka dalam teori bahwa
kewenangan yang bersumber dari norma hukum dapat diperoleh dengan

tiga cara yakni atrribusi, pendelegasian, serta mandat.

BRidwan HR, 2018. Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi Cet. 15, Depok: Rajawali Pers,
hal.150.

Yhttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang diakses pada tanggal 12 Desember 2020 Pukul
10.15 WITA

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan diakses pada tanggal 12 Desember 2020 Pukul
10.35 WITA



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan
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Informasi lebih lanjut tentang atrribusi, pendelegasian, serta
mandat, menut H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt sebagaimana
dikutip oleh Ridwan HR. menjelaskan bahwa :

(@) Atrribusi merupakan penyerahan wewenang pemereintahan oleh
badan Legislatif kepada organ pemerintah lainnya; (b) Delegasi ialah
wewenang yang dilimpahkan oleh dari satu badan pemerintah ke
badan pemerintah lainnya; (c¢) Mandat dapat timbul saat sebuah badan
pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh badan
pemerintah lainnya atas nama pembemeri mandat.*°

Salah satu wewenang Gubernur terkait penyelenggaraan produk
hukum daerah Kabupatan/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 yakni Membatalkan
Peraturan Bupati/walikota.'” Pembatalan produk hukum daerah oleh
gubernur hanya berlaku untuk Peraturan kepala Daerah bupati/walikota.
sedangkan wewenang untuk pembatalan perda telah dihapus karena
adanya putusan MK Nomor 137/PUU-XI11/2015 yang mencabut
kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam membatalkan perda
Kab/Kota. Pada hakekatnya kewenangan pembatalan perda masih ada
namun dalam metode yang berbeda yakni pada saat Perda tersebut masih

dalam bentuk rancangan perda dengan tidak memberikan nomor register

Ridwan HR, 2018. Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi Cet. 15, Depok: Rajawali Pers,
hal.102.

YPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai Wakil pemerintah Pusat
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atas Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala
Daerah.
2.2.2. Wewenang Pemerintah Daerah
Pengertian Pemerintah Daerah (Pemda) disebutkan pada Pasal 1
angka 2 bahwa :
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI
Tahun 1945."8

Lebih lanjut yang dimasud dengan Pemerintah Daerah yakni
Kepala Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonomi (Pasal 1 angka 3).*°

Menurut Siswanto Sunamono dalam bukunya UU Pemerintahan
Daerah, bahwa unsur OPD merupakan bagian birokrasi yang ada
didaerah dalam hal ini kepala badan, Kepala dinas, serta unit kerja
pembantu dilingkungan pemda yang dikoordinir oleh Sekretaris.?’

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dijalankan
berdasarkan asas otda, yang artinya bahwa hak dan wewenang, serta
kewajiban yang ada dilaksankana untuk mengatur  urusan
pemerintahannya sendiri dan kepentingan umum dengan berdasarkan

peraturan perundang udangan yang berlaku.

18Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

19 .:
Ibid

2sjswanto Sunamo, 2012. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
hal.5
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Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka fungsi yang diatur dalam
Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 diatur mengenai pembagian urusan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembagian urusan
dikenal sebagai : (a) Urusan pemerintahan penuh (absolut), urusan ini
berada dalam yurisdiksi pemerintah pusat; (b) Urusan pemerintahan
bersama (konkuren) adalah pembagian urusan pemerintahan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten dan kota; (c) urusan pemerintahan umum yakni urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kepala pemerintahan (presiden)
yang dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan diikuti dengan
pendanaan oleh pemerintah pusat.?

Selanjutnya pada Pasal 10 disebutkan untuk Urusan pemerintahan
penuh (absolut) teridiri atas Politik Luar Negeri, Pertahanan, Kemanan,
yustisi, fiskal dan moneter nasional dan Agama.?

Pasal 13 ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan bersama
(konkuren) antara pemerintah pusat dan Pemda provinsi serta Pemda
kabupaten dan kota dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip
efesiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas, serta kepentingan stranas.”®

Lebih lanjut atas dasar prinsip prinsip yang dimaksud dalam pasal
13 ayat (1) bahwa kriteria dalam urusan pemerintahan pada bagian

kewenangan Pemda provinsi yakni gubernur adalah urusan pemerintahan

21Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
22Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2pid.
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yang : (1) wilayahnya lintas daerah kabupaten dan kota; (2)
penggunaannya lintas daerah kabupaten dan kota; (3) manfaatnya
maupun dampak negatif yang timbul dalam lintas daerah kabupaten dan
kota; dan/atau (4) penggunaan sumber daya yang lebih efisien jika
dilaksanakan oleh Pemda provinsi.?*

Untuk  pemerintah  Kab/kota ~yang  menjadi  urusan
pemerintahannya sebagaimana disebutkan pada pasal 13 ayat (4) adalah
urusan pemerintahan yang: : (1) lokasinya dalam lingkup wilayah daerah
kabupaten dan kota; (2) penggunanya dalam daerah kabupaten dan kota;
(3) manfaatnya atau menimbulkan dampak negatif hanya dalam lintas
daerah kabupaten dan kota; dan/atau (4) penggunaan sumber daya yang
lebih efisien jika dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.*®

Prinsip otonomi yang dipercayakan kepada pemerintah daerah
harus dilandasi oleh gagasan, tindakan, serta kebijakan yang secara jelas
dapat menjamin bahwa daerah tersebut dapat menjalankan
perekonomiannya sendiri. Sementara itu, prinsip otonomi daerah
dipandang perlu untuk lebih memperhatikan demokrasi, kesetaraan,
keadilan, partisipasi masyarakat, serta potensi dan kearifan lokal.

Persoalan otonomi dan penyerah tugas pembantuan kepada
gubernur, bupati, serta walikota dapat lahir dengan sendirinya sebagai
cerminan otonomi daerah dan pembantuan dalam rangka membentuk

regulasi dan mengatur pemerintahan daerahnya sendiri. Kewajiban dan

2 pid.

25Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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kekuasaan adalah dua hal yang saling terkait, karena meskipun fungsi

dan kewenangan memiliki arti masing-masing, tugas tidak dapat

dilaksanakan dengan baik tanpa kewenangan yang jelas.
Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya melimpahkan tanggung
jawab dan tanggung jawab kepada daerah, tetapi juga melaksanakan
berbagai kewenangan dan hak yang menjadi kekuatan pusat di daerah.
Padahal, pemerintah daerah dan masyarakat setempat didukung oleh
berbagai fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung
terlaksananya kebijakan otonomi daerah dengan baik dalam rangka
pelaksanaan rencana otonomi daerah.?®
Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya melimpahkan tanggung
jawab dan beban kepada pemda, tetapi juga melaksanakan berbagai
kewenangan dan hak yang menjadi kekuasaan pemerintaah pusat
kepada pemda. Padahal, pemda dan masyarakat setempat didukung
oleh berbagai fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk
mendukung terlaksananya kebijakan otonomi daerah dengan baik
dalam rangka pelaksanaan rencana otonomi daerah.?’

Wilayah administratif pemerintah provinsi termasuk kekuasaan
administratif yang berada di tangan pemerintah kabupaten/kota menjadi
bagian kewenangan Gubenur yang berkedudukan sebagai wakil dari
pemerintah pusat. Namin disisi lain, kedudukan gubernur sebagai kepala
daerah otonom provinsi tidak dapat melakukan intervensi terhadap
kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan

masalah pembangunan yang sepenuhnya berada di tangan kabupaten dan

kota.

%pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2005. Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Bandung:
Pustaka Setia, hal. 78-79

27Jimly Asshiddigie, 2011. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press,
hal. 235
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2.3. Teori Pengawasan

Pengawasan umumnya dapat dimaknai sebagai aktivitas.kegiatan inti
dalam organisasi atau managemen agar apa yang menjadi tujuan dari
organisasi atau manajemen dapat tercapai.Menurut Robert J.M. Ockler
sebagaimana dikutip Hani Handoko unsur dasar dalam mekanisme
pengawasan adalah satu usaha yang sistematik untuk menentukan standar
dalam pelaksanaan dan tujuan dari perencanaan dalam merancang sistem
informasi, feedback, membandingkan kegiatan real dengan kegiatan standar
yang ditetapkan sebelumnya.?

Dalam kamus bahasa indonesia istilah pengawasan berasal dari kata
awas, sehingga pengawasan dapat diartikan Kkegiatan yang hanya
mengawasi. Pengawasan sebagaimana didefinisikan Sarwoto adalah
kegiatan manajer guna mengusahakan supaya pekerjaan dapat terlaksana
sesuai apa yang ditetapkan atau dikehendaki.”®

Menurut Victor M Sitomarang, Dalam bukumnya ilmu manajmen dan
adminstrasi, istilah manajemen dikenal sebagai suatu unsur pekerjaan
manajemen. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Istilah Controling,
Controling lebih luas dari kontrol. Oleh karena itu pengendalian termasuk
dalam pengawasan.*

Menurut Bagir Manan, Kendali adalah penghubung persatuan,

sehingga pendulum kemerdekaan otonom tidak akan bertindak sedemikian

%8Hani Handoko, 1999. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Rafika
Aditam, hal.360

»sarwoto, 2006. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 93

victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam
Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 18
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rupa sehingga justru akan mereduksi persatuan bahkan mengancamnya,
namun kendali sebagai penghubung tidak dapat diperketat karena dapat
mengakibatkan berkurangnya kebebasan bergerak, sekalipun terputus.:

Lebih lanjut Bagir Manan mengklaim bahwa kontrol mencakup
pembatasan dalam lingkup pemerintahan. kontrol ini dilakukan terhadap
pejabat, serta lembaga/instansi yang diberikan kewenangan untuk
melakukan pegawasan. *?

Fungsi pemantauan dilakukan untuk mendapatkan umpan balik
(fedback) untuk pelaksanaan perbaikan, jika ada kesalahan atau
penyimpangan dalam rangka meminimalisir dampak negatif yang nantinya
akan terjadi, selain itu juga pengawasan ditujukan untuk mengoreksi,
memantau atau mengevaluasi semua jenis kebijakan atau tindakan telah
dilaksanakan atau diputuskan.

Pada konteks pemerintahan yang sempit, pengendalian atas segala
tindakan Pemda, termasuk keputusan, perkada dan Perda baik pada tingkat
Provinsi maupun Kabupaten dan kota telah sesuai dengan ketentuan dan
berada dalam koridor peraturan lebih tinggi. Irawan Soetjipto memaknai
sebagai pengendalian/pengawasan menurut sifatnya terdiri atas pengawasan
preventif, pengawasan reprensif dan pengawasan umum.*

1. Pengawasan Preventif

3Bagir Manan, 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, hal. 18.

“Ibid.

% rawan Soejipto, 1983. Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah, Jakarta: PT. Bina Aksara, hal. 11
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Pengawasan  Preventif adalah  pengawasan/pengendalian  yang
dilaksanakan sebelum kegiatan itu dijalankan, dapat juga diartikan
bahwa pengawasan yang dilaksanakan pada tahap suatu kegiatan dalam
tahap perencanaan.®

Dalam hal pengawasan pembentukan produk hukum Daerah,
pengawasan prefentif dilakukan pada saat Perda tersebut dalam tahap
perencanaan atau belum berlaku. Tujuan dilakukan pengawasan ini, agar
perda yang dibentuk dapat berlaku efektif dan berjalan sesuai yang
diharapkan. Bentuk Pegawasan perda yang dilakukan secara prefentif

adalah pemberlakuan Evaluasi atau fasilitasi rancangan Perda.

. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah kontrol yang dilakukan setelah suatu
pekerjaan dilakukan. Dapat juga diartikan pengendalian represif
merupakan salah satu bentuk pengendalian atas pekerjaan pemerintah.*

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Sujamto diatas, Pengawasan
represif dalam aspek Proses Pembentukan produk hukum daerah adalah
pengawasan dalam bentuk Pembatalan Produk hukum Daerah. Namun
Khusus jenis Produk hukum Daerah yakni Perda tidak dapat lagi
dibatalkan hal ini didasarkan pada putusan MK Nomor 137/PUU-
XI11/2015 yang mencabut kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam

membatalkan perda Kab/Kota dan Putusan MK 56/PUU-X1V/2016 yang

34Sujamto, 1986. Beberapa Pengertian Pengawasan, Jakarta: Graha Indah hal. 87

®pid
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mencabut kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan Perda
Provinsi.
3. Pengawasan Umum

Pengasan umum merupakan pengawasan Yyang dilakukan secara
berjenjang. Dalam Hierarki pemerintahan pengawasan ini merupakan
pengawasan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Menteri,
Gubernur dan Bupati serta Walikota. Pengawasan tersbut dilakukan
secara berjenjang.

Dalam lingkup pengawasan pembentukan produk hukum daerah Menteri
melakukan pengawasan terhadap Produk Hukum Provinsi dan Produk
Hukum daerah tertentu Kabupaten dan Kota. Gubernur melakukan
pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dan Untuk
Bupati/Walkota melakukan pengawasan terrhadap Produk Hukum daerah

yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam hal ini Peraturaun Desa.

2.4. Konsep Diskresi

Diskresi secara etoimologis, awalnya dikenal dibelanda dengan
sebutkan discretionar yang artinya kebijaksanaan pejabat berwenang dalam
memutuskan suatu tindakan yang tidak didasarkan pada ketentuan
peraturan, undang-undang ataupun hukum yang berlaku.*® Dalam bahasa
latin dikenal dengan sebutan discrenere. Kata ini dalam bahasa Inggris

memiliki kesamaan dengan kata discernment dan judgment. Pengertian

%Muhammad Taufiqurrahman, 2019. Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan-Jurnal Retentum,
Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Darma Agung. Diakses
dari http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/issue/view/35 Tanggal, 20 Januari 2021,
Pukul 15.30 WITA
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tersebut dalam Black’s Law Dictionary yang diartikan diskresi sebagai : 1.
Wise conduct and management; cautious discernment; prudence.( sikap
kebijaksanaan dan manajemen; kebijakan dengan penuh kehati-hatian;
kebijakan), 2. Individual judgment; the power of free decision-making
(penilaian individu; kekuasaan bebas membuat suatu keputusan) *

Diksresi merupakan implementasi dari konsep negara welfarestate
atau negara kesejahteraan yang menganut negara hukum. Dalam konsep
welfarestate yang muncul setelah perang dunia ke-dua menempatkan
pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan
rakyatnya. Pemberian tanggung jawab kepada negara memberikan
konsekuensi kepada penyelenggara administrasi negara untuk dapat
bertindak merdeka dan atas inisiatif sendiri khususnya dalam menyelesaikan
persoalan genting yang timbul dan disisi lain belum ada peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif.

Kewenangan bertindak atas inisiatif sendiri ini dikenal dengan istilah
freies Ermessen (dictionary power), istilah ini mengandung makna
kewajiban dan kekuasaan yang luas, kewajiban merupakan tindakan yang
wajib dilaksanakan, sedangkan kekuasaan yang luas dapat diartikan
kebebasan untuk memilih; melakukan atau tidak melakukan tindakan
konkret; secara etimologi Freies Ermese mengandung dua suku kata yang
terdiri dari kata frei berarti bebas, terpisah, tidak terbatas/terikat, dan

merdeka atau Freiesmen artinya orang yang memiliki kebebasan untuk

¥Krishna Djaya Darumurti, 2016. Diskresi Kajian Teori Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing,
hal. 23



30

bertindak dan tidak terikat serta merdeka sedangkan, Sementara Ermesen
diartikan pertimbangan, penilaian, evaluasi, dan prediksi.*

Dari sudut pandang diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang
(pejabat pemerintah) yang memiliki kemampuan atau kewenangan untuk
menilai, meragukan, dan memikirkan sesuatu (kebebasan), terutama dalam
hal merumuskan dan melaksanakan aturan kebijakan tanpa mengacu pada
regulasi.

Menurut Nana Saputra, diskresi adalah kebebasan yang dimiliki
pejabat berwenang yang diberikan kebebasan memilih, ketaatan pada aturan
hukum, atau kebebasan mengutamakan efektivitas pencapaian suatu tujuan
dibandingkan dengan kewenangan hukum; untuk kepentingan umum.
Bahsan Mustafa mengatakan, dengan peran pemerintahan atau administrasi
publik, pemerintah diberi kearifan (kehendak bebas), yakni menciptakan
masyarakat yang secara fundamental, berbeda dengan peradilan dalam
menyelesaikan perselisihan antar warga. Keputusan pemerintah lebih
mengutamakan pencapaian tujuan atau tugas (doelmatigheid) daripada
hukum yang berlaku (belas kasihan).*®

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
bahwa:*

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan
konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam
hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak

%Nomensen Sinamo, 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Permata Aksara, hal. 62

¥Ridwan HR, 2018. Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi Cet. 15, Depok: Rajawali Pers,
hal. 170

40Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi
pemerintahan.*

Dalam pelaksanaannya Diskresi merupakan hak/wewenang pejabat
administrasi pemerintahan untuk menjalankan tugas, namun pelaksanaan
diskresi tersebut hanya dapat diselenggarakan oleh pejabat berwenang.

Keputusan atau tindakan pejabat secara gramatikal dapat diartikan
dalam dua hal yang beda akan tetapi mempunyai satu tujuan. Keputusan
yang berkaitan dengan tindakan dapat diselenggarakan melalui kebijakan
berupa penetapan sedangkan tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan
secara langsung oleh pejabat berwenang tanpa melalui penetapan.

Sebagaimana pengertian diskresi yang termaktub dalam Undang-
Undang diatas, dalam pengembilan diskresi yang pertama harus dipenuhi
adalah unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam pengertian tersebut. Hal ini
merupakan pondasi utama dalam hal pejabat pemerintah mengambil
tindakan atau kebijakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-
Undang untuk mengatasi persoalan nyata yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan.
Unsur ini sebagaimana penjelasan Pasal 23 huruf a Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Pilihan Keputusan atau Tindakan Pejabat
Pemerintahan bericikan dengan frasa dapat, boleh, atau diberikan
kewenangan, hak, seharusnya, diharapkan, dan frasa lain yang serupa

dalam ketentuan peraturan perundang undangan. adapun maksud pilihan

1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
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Keputusan atau Tindakan ialah respon atau tindakan Pejabat
Pemerintahan dalam menjalankan atau tidak menjalankan Administrasi

Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur.

Berdasarkan UU No0.30 Tahun 2014 terkait dengan penggunaan diskresi
karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur
dijelaskan, bahwa ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan dalam atas kondisi tertentu atau di luar

kewajaran.*®

. Pertauran Perundang-Undangan Tidak Lengkap atau tidak jelas,

Perihal penggunaan diskresi atas alasan tidak lenngkapntya atau tidak
jelasnya peraturaun dijelaskan bahwa jika suatu peraturaun
membutuhkan penjelasan, peraturan tumpang tindih (tidak harmonis dan
tidak sinkron), serta tidak adanya atau belum ditetapkan peraturan

pelaksananya.*

. Adanya Stagnasi Pemerintahan

Berdasarkan UU Penjelasan UU No. No 30 Tahun 2014 terhadap usur
stagnasi pemerintahan berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar,
adalah Kepentingan yang berakitan dengan hajat hidup masyarakat,
penyelamatan kemanusiaan dan memeretahankan keutuhan negara,

antara lain: adanya bencana alam, terjadinya wabah penyakit, timbulnya

42Lampiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

“bid
“1bid.
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konflik sosial, terjadinya kerusuhan, dan mengancam pertahanan dan
kesatuan bangsa.*

Keputusan atau tindakan pejabat dalam bentuk diskresi ini tidak
secara sepihak, karena dalam pengambilan keputusan diskresi harus terlebih
dahulu memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan diatas. Unsur
tersebut tidak harus terpenuhi seluruhnya dengan adanya frasa dan/atau
mengartikan bahwa terdapat pilihan untuk dipenuhi salah satu unsurnya.

Terkait wewenang gubernur dalam Pemberian Nomor Register
Ranperda Kabupaten/kota merupakan wewenang yang strategis setelah MK
melalui Putusan Nomor 137/PUU-XI11/2015 yang mencabut wewenang
Mendagri dan Gubernur dalam membatalkan perda Kab/Kota. Putusan MK
ini memberikan konsekuensi dilakukan pemberian nomor register sebelum
rancangan perda tersebut diundangkan menjadi perda. Meskipun Ranperda
tersebut telah ditetapkan dan disetujui bersama antara DPRD dan Kepala
Daerah namun dengan tidak diterbitkannya nomor register oleh gubernur
ranperda tersebut tidak dapat diundangkan dan tidak dapat dilaksanakan.
Secara formal penetapan dan persetujuan ranperda tersebut oleh DPRD dan
Kepala Daerah telah dibatalkan karena tidak diterbitkannya nomor register
oleh Gubernur.

2.5. Konsep Peraturan Daerah

Peraturan Daerah dikenal dengan sebutan terdiri atas Perda yang
dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan Perda yang bentuk oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota,*® ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Angka 25.

45Lampiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan..
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Dalam pasal 7 diatur tentnag kewenang pembentukan Perda, Untuk
Perda Provinsi dibentuk olen DPRD Provinsi dan distujui oleh Gubernur
sedangkan perda kabupaten/ kota dibentuk oleh DPRD kab/Kota dan
disetujui oleh Bupati/Walikota

Mencermati ketentuan diatas secara umum Perda merupakan produk
hukum daerah yang dibentuk oleh DPRD dan disetujui bersama oleh Kepala
Daerah dalam hal ini Gubernur pada tingkatan Provinsi dan Bupati/
Walikota pada tingkatan Kabupaten dan kota..

Perihal materi muatan yang dapat dituangkan dalam Perda Provinsi
dan Perda Kabupaten dan Kota diantaranya materi yang memuat
penyelenggaraan tugas pembantuan dan otonomi daerah, materi yang
memuat kondisi khusu daerah dan/atau materi dalam rangka menjabarkan
peraturan perundang-undangan diatasnya.*’” Ketentuan ini diatur dalam
dalam Pasal 14.

Pembentukkan perda selain diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 juga
diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, dalam pasal 236 mengatur tentang
tujuan pembentukkan perda, kewenangan pembentuk perda serta materi
muari muatan perda

Ketentuan untuk pertentangan materi muatan perda lebih lanjut diatur
dalam Pasal 250 menyatakan :

Ayat (1)
Perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1)
sampai ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau
kesusilaan.

46Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

“1bid
“Bpid.
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Ayat (2)
bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi : (a) Terganggunya kerukunan antar warga

masyarakat; (b) Terganggunya akses terhadap pelayanan publik; (c)
Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; (d) Terganggunya
kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
dan/atau (e) Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antar-golongan, dan gender.*

Untuk memaksimalkan ketentuan pembentukan perda maka
pemeritnah pusat melalui menteri dalam negeri menerbitkan Permendagri
No. 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendari No. 80 Tahun 2015

tentang Produk Hukum Daerah.
2.6. Konsep Evaluasi, dan Nomor Register Rancangan Perda.

2.6.1 Evaluasi Rancangan Perda

Evaluasi menurut KBBI adalah penilaian, masih dalam KBBI
disebutkan juga bahwa Evaluasi adalah mengumpulkan dan meninjau
berbagai bukti yang terkait dengan spesifikasi yang telah ditentukan
sebelumnya dan persyaratan pengguna untuk mengukur efektivitas dan
efektivitas suatu objek, program, atau proses.

Evaluasi Ranperda merupakan Tugas gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 yakni melakukan evaluasi terhadap
Ranperda kabupaten/kota.

Dalam aspek Rancangan Peraturan daerah, Pengertian Evaluasi
disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 Permendagri No. 120 Tahun 2018

bahwa

49Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
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Evaluasi adalah Pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda
yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah
untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum,
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.>®

Tugas gubernur dalam mengevaluasi Ranperda kabupaten dan kota
diatur dalam Pasal 245 ayat (3) dinyatakan :

"Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD,
RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus
mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum
ditetapkan oleh bupati/wali kota.”**

Mencermati Ketentuan mengenai kewenangan gubernur untuk
pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten dan kota
hanya dititik beratkan pada pembentukkan perda tertentu sebagaimana
diuraikan diatas, dengan demikian ranperda kabupaten dan kota yang
dilakukan evaluasi oleh gubernur hanyalah ranperda yang tujuannya
berkaitan dengan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

2.6.2 Nomor Register Rancangan Perda

Nomor register dilakukan untuk mengawasi dan tertibnya
administrasi dalam rangka memberikan gambaran tentang jumlah perda
yang telah dibentuk oleh Provinsi atau kabupaten dan kota.:*® Hal ini
sejalan dengan pengertian Nomor Register yang disebutkan dalam Pasal 1
angka 23.

Terkait wewenang pemberian nomor register untuk Perda yang

dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan Perda Tertentu yang dibentuk oleh

Operaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.

51Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

*Zperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.
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Kabupaten/kota merupakan bagian dari kewenangan Menteri dalam Negeri
sedangkan Perda yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dan kota
menjadi kewenangan Gubernur. Ketentuan tersbut diatur dalam pasal 242
ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014.

Nomor register merupakan salah satu bagian penting dalam proses
pembentuukan Perda, sebuah rancangan perda tidak dapat diberlakukan
apabila belum mendapat nomor register. hal ini jelas disebutkan dalam
pasal 243 bahwa:

Ayat (1)

Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register

sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) belum dapat diundangkan
dalam lembaran daerah.*®

Ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register
Perda diatur dengan peraturan Menteri.>

Dalam Pasal 101 Permendagri No. 120 Tahun 2018, diatur secara
jelas terkait mekanisme pemberian nomor register. Pengajuan nomor
register Ranperda dilakukan setelah DPRD Kab/kota bersama bupati atau
walikota menindaklanjuti melalui penyempurnaan terhadap hasil evaluasi
yang dituangkan dalam surat keputusan gubenur. Permohonan penomoran
register oleh kabupaten/kota diberikan setelah dilakukan verifikasi
terhadap hasil penyempurnaan evaluasi olen Tim TAPD. Apabila hasil
verifikasi tim TAPD dinyatakan rancangan perda kab/kota tidak sama
dengan hasil evaluasi maka ranperda tersebut tidak diberikan nomor

register.

>3peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah..
54,
Ibid.
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Dari uraian tersebut diatas, jelas bahwa nomor register sangat
menentukan sebuah ranperda dapat menjadi Perda atau tetap menjadi
Rancangan Perda selama hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/walikota bersama DPRD.

Enny Nurbaningsih dalam bukunya Problematika Pembentukan
Peraturan Daerah menyebutkan bahwa :

Tujuan dilakukan mekanisme ini dimaksudkan agar tidak lagi
menimbulkan masalah sebagaimana yang terjadi pada masa lalu,
dimana terjadi pembatalan Perda yang membebani dan merugikan
masyarakat karena masyarakat tidak dapat menuntut pengembalian
uang yang telah dipungut akibat berlakunya perda tersebut.>

Mencermati pendapat diatas pemerintah pusat tentunya telah
melakukan langkah-langkah konkret dalam pengawasan perda yang
dibentuk pada tahap Perda tersebut masih dalam bentuk Rancangan, agar
pada saat perda teresbut berlaku tidak sesuai dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang undangan lainnya. yang pada akhirnya perda
yang dibentuk oleh kabupaten/kota benar-benar dapat memberi manfaat
dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya

2.7. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehateraan rakyat
diwilayahnya. Dalam pengelolaan APBD Pemerintah Daerah berpedoman
pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peratruan Menteri

dalam negeri tentnag Pedoman Penyusunan APBD vyang setiap tahun

55Enny Nurbaningsih, 2019. Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi
Wewenang Mengatur di Era Otonomi Luas, Jakarta: Rajawali Pers, hal 330.
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anggaran ditetapkan, dan Peraturan Menteri Keuangan terkait penganggaran
APBD

Pasal 1 angka 31 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Perda. *°. Fungsi APBD sebagai dasar pemerintah Daerah
dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran pembiyaan daerah. hal ini
disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019.

Dari ketenetuan tersbut diatas jelas bahwa APBD yang dibentuk
dengan perda dijadikan pijakan atau landasan oleh pemerintah daerah dalam
melakukan penerimaan dan pembiyaan dalam menjalankan roda
pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Terkait pembentukkan Perda tentang APBD, pemerintah daerah selain
mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri terkait. Ketentuan terkait evaluasi APBD Kabupaten dan Kota diatur
dalam UU No. 23 Tahun 2014, dalam pasal 315, pada ayat (1) mengatur
tentang Ranperda APBD kab/kota yang telah disetujui bersama DPRD dan
Bupati/Walikota dan Perkada tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan
disampaikan terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi dengan
melampirkan RKPD, KUA-PPA®’

Selanjutnya Pasal 315 ayat (3) menguraikan tentang tujuan

pelaksanaan evaluasi. Adapun tujuan dilakukannya evaluasi Ranperda

tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD Kabupaten/kota guna

56Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

*ibid.
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menguji Ranperda dan Perda tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD,
KUA-PPAS dan RPJMD.*

Dalam Pasal 315 ayat (4) mengatur perihal penyampaian kembali
hasil evaluasi kepada bupati walikota.Gubernur diberikan waktu 15 hari
untuk menyampaikan kembali hasil evaluasi kepada kabupaten/kota.

Ketantuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi rancangan
Perda tentang APBD dan Racanang Perkada tentang APBD mengacu pada
Peraturan pelasaksana melalui Permendagri No. 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD.

Penetapan Ranperda tentang APBD menjadi Perda dan Ranperkada
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Paling lambat tanggal 31
Desember sebelum pelaksanaan APBD tahun berkenanaan telah ditetapkan
oleh pemerintah daerah.*® Ketentuan ini diatur dalam dalam Pasal 117
ayat (2).

Dari uraian ketentuan diatas, jelas bahwa Perda APBD dibentuk
sebagai dasar pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan dan
pembiyaan pelaskanaan kegiatan di daerah. Kketentuan mengenai
pembentukkan Perda tentang APBD selain diatur dalam UU No. 23 tahun
2014, Pementah Daerah juga harus mengacu pada Remnedagri No. 16 tahun
2007 tentang Tata cara Evaluasi Ranperda APBD dan Perkada tentang
Penjabaran APBD\ serta Permengari No0.120 tahun 2018 tentang

Pembentuukan Produk Hukum Daerah.

58Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¥Ipid.

®peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Pasal 243 ayat (1)

angka 9)
v Permendagri  No.

Dasar Hukum
v"UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (242 ayat (5),

v"UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 1
120 Tahun 2018

Permendagri Rl Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah. (Pasal 101 ayat (6)

tantang Perubahan atas

A

Wewenang Gubernur dalam Proses Pembentukan
Perda Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo
(Diskresi Dalam Pemberian Nomor Register Ranperda APBD Kabupaten
Boalemo Tahun 2019)

l

l

Proses pemberian nomor  register

Ranperda tentang APBD.

1. Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan.

2. Evaluasi dan Nomor Register

Ketentuan yuridis terhadap tindakan
Gubernur dalam pemberian  nomor
register ~ Ranperda  APBD  vyang
bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan dari aspek Diksresi

1. Peraturan memberikan pilihan
2. Peraturaun tidak mengatur

3. Peraturaun tidak lengkap

4. Stagnasi pemerintahan

Terwujudnya Kepastian Hukum Tindakan Gubernur dalam pemberian
Nomor register yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
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2.9. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum adalah kajian yang cermat, sudut pandang hukum atau

pemeriksaan (pemahaman) dari aspek yuridis.

2. Diskresi adalah Keputusan pejabat berwenang untuk menangani
permasalahan nyata yang timbul secara mendesak dalam
penyelenggaraan pemerintahan dikarenakan Peraturaun tidak ada, tidak

jelas atau tidak lengkap, ambigu, atau terhentinya roda pemerintahan.
3. Gubernur adalah kepala daerah yang memimpin wilayah Provinsi.

4. Nomor Register atau Noreg adalah pemberian nomor ranperda sebagai

salah satu syarat berlakunya Ranperda menjadi Perda;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana
pelasaknsaan penganggaran keuangan Daerah yang disusun setiap tahun

dan dituangkan dalam Perda

6. Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturaun terendang dalam hieraki
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD dan

disetujui bersama oleh Gubernur, bupati atau walikota.

7. Proses adalah tahap yang harus diselenggarakan secara sistematis untuk

menyelesaikan suatu kegiatan/aktivitas.

8. Ketentuan Yuridis adalah sesuatu nyata dan ditetapkan berdasarkan

norma hukum.

9. Kewenangan merupakan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu.



BAB |11

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum
Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, ‘Penelitian hukum normatif
(normative law research) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka.”’ Penelitian Normatif
merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan data
sekunder yang disusun secara sistematis dan cermat sehingga dapat
menghasilkan suatu konklusi yang dapat menjawab masalah yang diteliti.
“Penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dapat berupa : (1)
Penelitian asas-asas hukum; (2) Penelitian sistematika hukum; (3) Penelitian
taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) Perbandingan hukum; (5)
Sejarah Hukum.”?

Mencermati studi kepustakaan diatas, penelitian ini mengacu pada
penelitian normatif berupa taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. “Dalam
taraf penelitian ini, yang diteliti adalah sampai sejauh manakah keserasian
hukum positif.”® Adapun “Sinkronisasi secara vertikal merupakan penelitian
yang dilakukan apakah perundang-undangan yang berlaku tidak saling

bertentangan dalam kehidupan tertentu.”* Penelitian ini dapat didasarkan pada

lSoerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat, Ed, 1,
Cet. 19 Depok: Rajawali Pers, hal 13.

“Ibid, hal 13-14.

*Ibid, hal 17.

“Ibid.

43



3.2.

3.3.

44

hierarki peraturan perundang-undangan dengan menelaah dan mengkaji
perundang-undangan terkait. Sedangkan “Penelitian Horizontal dikenal juga
dengan penelitian perbandingan hukum dimana penelitian ini ditinjau
berdasarkan undang-undangan yang sederajat atau setara.”

Berdasarkan uraian diatas, Jenis penelitian normatif yang peneliti susun

lebih dikonkretkan pada penelitian normatif terhadap taraf sinkronisasi

vertikal.

Objek Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada jenis penelitian, maka yang akan
menjadi objek penelitian ini adalah mengkaji secara yuridis atas
kebijakan/diskresi Gubernur Gorontalo dalam Pemberian Nomor Register
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Boalemo pada Tahun 2019 yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari objek penelitian ini
diharapkan terdapat kesesuaian terhadap kebijakan/diskresi gubernur yang

berlandaskan dan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Peneletian ini dilaksanakan di Biro Hukum Setda Provinsi
Gorontalo. Untuk memaksimalkan dan merampungkan penelitian ini, maka
rencana waktu yang penulis tetapkan selama 2 bulan terhitung dari Tanggal

26 Januari 2021 sampai dengan 26 Maret 2021.

5Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat, Ed, 1,
Cet. 19 Depok: Rajawali Pers, hal 17.



45

3.4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan data
sekunder. “Bahan Data sekunder merupakan Bahan data yang pada
umumnya telah dalam keadaan siap terbuat serta diperoleh tanpa dibatasi

”6

atau terikat waktu dan tempat.”” Dalam “Penelitian hukum normatif Bahan

data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier (bahan penunjang):”’

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum
ini dapat berupa peraturan perundang undangan, catatan resmi, dan
putusan hakim yang berkaitan langsung dengan substansi penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder pada dasarnya berguna untuk membantu atau
menunjang dalam memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.
Bahan Hukum Sekunder dapat berupa Buku-buku, jurnal, tesis dan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan substansi penelitian

3. Bahan Hukum Tersier
“Bahan Hukum Tersier (bahan pendukung) merupakan bahan hukum yang
dapat mendukung atau memberikan petunjuk terhadap bahan hukum

primer dan sekunder yang menjadi bahan rujukan. Bahan hukum ini dapat

berupa kamus hukum, ensiklopedi hukum, majalah hukum, direktori

6Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat, Ed, 1,
Cet. 19 Depok: Rajawali Pers hal 24.
"Ibid. hal 32.
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pengadilan. bahan hukum primer penunjang dapat juga berasal dari luar
bidang hukum seperti bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan

lain sebagainyal.”8

3.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian normatif dimulai
dilakukan dengan cara :

1. Bahan Hukum Primer terlebih dahulu diinventarisir kebutuhan dokumen
resmi terkait, berupa undang-undang dan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Dokumen-dokumen dipilah berdasarkan
jenisnya dan disusun berdasarkan historis serta hirarkinya.

2. Bahan Hukum Sekunder pertama diinventarisir sesuai kebutuhan
utamanya yang dapat memberikan penjelasan dan membantu peneliti
menyusun penyusunan Proposal dan skripsi, buku-buku tersebut
dikumpulkan untuk disadur kembali bagian-bagian penting dalam isi buku
sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan atau hipotesa pada setiap
permasalahan.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang penunjang dalam
melengkapi penyusunan proposal dan skripsi sehingga pengumpulan
bahannya tidak harus diinventarisir dari awal karena pada dasarnya bahan
hukum tersier dibutuhkan pada saat peneliti menyusun penelitian, bahan

hukum ini dapat penulis dapatkan melalui katalog, kamus, majalah hukum

8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat, Ed, 1,
Cet. 19 Depok: Rajawali Pers. hal 34.
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serta media online. Bahan hukum ini diinventarisir pada saat informasi

tersebut didapatkan..

3.6. Teknis Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum/Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan
menggunakan “teknik Deskriptif”® yaitu memaparkan tentang peristiwa
hukum yang terjadi terhadap kebijakan gubernur dalam pemberian nomor
register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo yang diuraikan
secara sistematis berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
selanjutnya digunakan “teknik komparatif*’® untuk membandingkan teori-
teori dan pandangan para sarjana hukum yang ada dalam bahan data sekunder
dan dikristalisasikan untuk mendapat kebenaran sementara atas argumentasi

1 terhadap

peneliti. Selanjutnya peneliti menggunakan “teknik evaluatif’
suatu kondisi hukum untuk memperoleh pandangan dengan cara penafsiran
sistimatikal yakni penafsiran pasal dalam peraturan perundang-undangan
dengan menghubungkan antara pasal dalam satu peraturan perundang-
undangan atau pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
terakhir peneliti menggunakan “teknik argumentatif>*? penelitian yang telah
tersusun dielaborasi dengan menggunakan nalar atau penjelasan yang realistis

untuk menjawab permasalahan yang menjadi topik penelitian sehingga

menghasilkan konklusi yang tepat.

°| Made Pasek Diantha. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,
Jakarta: Kencana. Hal 152

lbid. Hal 153

bid.

|bid, Hal 155



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

4.1.1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang
bersifat umum dan abstrak. Peraturan tersebut dibentuk berdasarkan
pada perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau dibentuk
karena kebutuhan hukum.*

Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan pertama kali di
kemukakan oleh Adolf Markl yang mengemukakan bahwa norma
hukum selalu mempunyai dua wajah (das doppelite rechtsantliz) teori
tersbut dijadikan dasar oleh Hans Kelsen dengan Stufenbau Theory
yang selanjutnya dikembangkan Nawiasky dengan Theorie Von
Stufenufbau der Rechtsordnung yang menempatkan norma hukum
secara berjenjang dari yang tertinggi sampai paling rendah, teori ini
menjadi dasar dalam sistem peraturan perundang undangan di Indonesia
yang dikenal dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Konsep hierarki yang dikembangkan oleh Nawiasky diterapkan
oleh A. Hamid S. Attami dalam sistem tata hukum di negara indonesia.

Atas dasar teori tersebut struktur hierarki tata hukum di Indonesia oleh

lJimly Asshiddigie, 2006. Perihal Undang Undang, Jakarta: Konstitusi Press. Hal. 101
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Attami disebutkan sebagai berikut : “(1) Pancasila (Pembukaan UUD
1945) sebagai bagian Norma Fundamental Negara; (2) Batang Tubuh
UUD Tahun 1945, Tap-MPR, serta Konvensi sebagai bagian dari
Aturan Dasar/Asas Negara; (3) Undang-Undang sebagai bagian
Undang-Undang Formal/Tertulis; (4) Dalam susunan hierarki dimulai
dari Peraturan Pemerintah, sampai keputusan bupati dan walikota
sebagai bagian Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom.” 2
Adapun Jenis dan Hierarki peraturan perundang undangan
sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (1) hierakinya adalah : 3
a) UUD NRI Tahun 1945;
b) Tap MPR;
c) UU/Perppu;
d) PP;
e) Perpres;
f)  Perda Provinsi; dan
g) Perda Kabupaten/ Kota
“Kekuatan hukum masing-masing peraturan diatas didasarkan
atas hirearkinya” * sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 Ayat (2).
Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 7 ayat (1). Peraturan Perundang Undangan lainnya yang

juga memiliki kekuatan hukum mengikat disebutkan dalam Pasal 8 ayat

2Jimly Asshiddigie, 2006. Perihal Undang Undang, Jakarta: Konstitusi Press. Hal. 101.
%UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

*Ibid.
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(1) diantaranya “peraturan yang ditetapkan oleh  Majelis
Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga
atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Peratiran DPRD Provinsi,
Pergub, Peraturan DPRD Kabupaten/Kota, Peratuaran Bupati/Walikota,
Peraturaun Kepala Desa atau yang setingkat.”

“Peraturan sebagaimana di uraikan diatas memiliki kekuatan
mengikat jika dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-
undangan atau kewenangan yang melekat pada lembaga tersebut.”®
sebagimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2).

Dalam konteks Peraturan Daerah kabupaten/kota yang
selanjutnya disingkat Perda kabupaten/kota merupakan salah satu
peraturan perundang-undangan terendah dalam hierarkri peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan disetujui bersama Bupati/walikota.

Mencermati kedudukan Perda Kabupaten/kota diatas tentunya
dalam pembentukannya, materi muatan perda kabupaten/kota tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingganya
setiap pembentukkan peraturan Daerah kabupaten/kota sebelum

ditetapkan dan berlaku harus melalui mekanisme sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme pembentukan

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan..

®Ibid.
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peraturan daerah kabupaten/kota mengacu dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan
lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Untuk menghindari pertentangan materi muatan Perda
kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, maka diberlakukan proses Pengawasan pada tahap Perda
tersebut masih dalam bentuk rancangan atau dikenal dengan eksekutif
preview. Pengawasan Perda Kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk
Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan
pemberian Nomor Register (Noreg) Rancangan Perda Kabupaten/Kota.
Pengawasn ini merupakan wewenang Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat yang diberikan oleh pemerintah pusat.

4.1.2. Evaluasi dan Nomor Register

Evaluasi menurut KBBI adalah penilaian melalui pengamatan
suatu objek untuk mengukur evektifitas dan dampaknya.” Adpaun
register menurut KBBI adalah Pendaftaran atau pencatatan.

Proses pembentukan Perda Kabupaten/kota dalam hal Evaluasi
Ranperda kab/Kota merupakan salah satu tugas Gubernur sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan pemerintah Nomor

33 Tahun 2018, Gubernur melakukan evaluasi terhadap Ranperda

"https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/evaluasi,.diakses diakses pada tanggal 12 Maret 2021 Pukul
20.15 WITA
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Kab/kota.® Nomor Register merupakan bentuk pengawasan prefentif
pemerintah dalam hal ini Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
sebelum perda tersebut ditetapkan dan diundangan. Meskipun tidak
disebutkan secara eksplisit terkait wewenang gubernur menerbitkan
nomor register ranperda kabupaten/kota dalam Peraturan Pemerintah
No. 33 Tahun 2018 namun melihat strategisnya Nomor Register
ranperda secara normatif walaupun ranperda tersebut telah ditetapkan
dan disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah namun tidak
dapat diundangkan dan dilaksanakan apabila gubernur belum
menerbitkan nomor register (vide pasal 243 ayat (1) UU No. 23 Tahun
2014) sehingga Ranperda yang telah ditetapkan dan disetujui bersama
DPRD dan Kepala Daerah dapat dikatakan batal. Hal ini konsekuensi
adanya putusan MK Nomor 137/PUU-XI11/2015 yang mencabut
kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam membatalkan perda
Kab/Kota. Sehingga pembatalan dilakukan saat Perda tersebut masih
dalam bentuk Rancangan Perda. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun
2018 dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a, hanya mengatur wewenang
gubenur untuk membatalkan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota.’
Tidak terdapatkan lagi ketentuan gubernur untuk membatalkan perda
kabupate/kota. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf e,

gubernur melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan

8Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil pemerintah Pusat
*Ibid.
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perundang-undangan. sehingga penerbitan nomor register yang strategis
merupakan bagian wewenang untuk dapat membatalkan ranperda yang
telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Evaluasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah Pengkajian dan
penilaian terhadap rancangan Perda yang diatus sesuai UU di Bidang
Pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk
mengetahui kesesuaian dengan peraturaun perundang-undannagn lebih
tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.'® Dalam UU yang sama
nomor register yang disingkat Noreg diuraikan sebagai pemberian
nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk
mengetahui jumlah Ranperda yang dikeluarkan pemerintah daerah
sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa tujuan evaluasi dilakukan
dalam mengawasi materi muatan perda yang dibentuk oleh
pemerintahan kabupaten/kota tidak bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum. Adapun pemberian
nomor register bertujuan untuk mengawasi melalui verifikasi terhadap
kesesuaian rancangan perda yang telah disempurnakan sesuai hasil
evaluasi.

Evaluasi diberlakukan terhadap Pembentukkan Perda tertentu
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 245 yakni :

“Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD,
RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban

1OUndang—undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang
Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat.”™!
Untuk pemberian Nomor register rancangan peraturan daerah, diatur
dalam Pasal 242 ayat (3) dinyatakan bahwa :
“Bupati/Walikota  wajib ~ menyampaikan rancangan  perda
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten/kota dari
pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor
register.” 12
Maksud rujukan pada ayat (2) dalam pasal 242 ayat (3) diatas
menentukan bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama,
disampaikan oleh DPRD kepada bupati/walikota paling lama 3 (hari)
terhitung sejak ranperda disetujui bersama, untuk ditetapkan menjadi
Perda.
Selanjutnya wewenang pemberian Noreg diatur dalam dalam
Pasal 242 ayat (5) dinyatakan bahwa :
“Menteri memberikan Nomor register rancangan Perda Provinsi dan
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan Nomor

register rancangan perda kabupaten/kota paling lama 7 (hari) sejak
rancangan perda diterima.”*?

Mencermati ketentuan diatas, jelas bahwa gubernur mempunyai
tugas dan wewenang dalam proses pembentukan peraturan Daerah
Kabupaten/kota, yakni bertugas melakukan Evaluasi dan dan
berwenang menerbitkan Nomor Register (eksekutif preview) pada saat

Perda tersebut masih dalam bentuk rancangan.

11Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1314

Ibid
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Tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam
melakukan Evaluasi Ranperda tentang APBD merupakan acuan dalam
penerbitan nomor register. Adapun proses Evaluasi Ranperda tentang
APBD merujuk pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, secara
umum dapat dirangkum sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) :

“Rancangan Peraturan daerah kabupaten/Kota tentang APBD atau
Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang perubahan
APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dan rancangan peraturan
bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD sebelum
ditetapkan disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari
kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.”*

Pasal 3 ayat (1) :

“Penyampaian Rancangan Perda Kabupaten/kota dan rancangan

peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi.”*

Pasal 3 ayat (3)
“Hasil Evaluasi dituangkan dalam keputusan gubenur dan
disampaikan kepada bupati/walioota paling lambat 15 (lima belas)
hari kerja sejak diterimanya rancangan dimaksud.”*°
Evaluasi Rancangan Perda APBD sebagaimana dalam lampiran
huruf E angka 1 Permandagri Nomor 16 Tahun 2007 dilakukan
gubernur dengan melimpahkan kekuasaan dibidang evaluasi kepada

Tim Evaluasi dari Badan Keuangan dan dapat melibatkan Pejabat/staf

dari unsur sekretariat daerah, Inspektorat Provinsi, Dinas, Badan, kantor

14Permendagri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Plbid.

Ibid.



56

dilingkungan pemerintah provinsi sesuai kebutuhan. Lebih lanjut dalam
Lampiran yang sama pada angka 3 perihal hasil evaluasi dinyatakan
bahwa Tim Evaluasi menyusun Laporan hasil evaluasi yang dituangkan
dalam Surat Keputusan Gubernur. Laporan hasil evaluasi dalam bentuk
Surat Keputusan Gubernur disampaikan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota untuk dilakukan penyempurnaan.

Setelah Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dalam hal ini
DPRD dan Kepala Daerah melakukan penyempurnaan hasil evaluasi
gubernur yang dituangkan dalam surat keputusan persetujuan bersama
antara DPRD dan Kepala Daerah maka sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan
Rancangan Perda maka Bupati/walikota mengajukan permohonan
nomor Register kepada Gubenur melalui sekretaris daerah.

Nomor register memiliki peran sangat penting terhadap
keberlakuan suatu rancangan perda kabupaten/kota. Sebuah rancangan
Perda kabupaten/kota dapat berlaku apabila telah mendapat nomor
register dari gubernur. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 243 ayat
(1) yang menyatakan bahwa :

“Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat

ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam
lembaran daerah” '

17Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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Sedangkan “tata cara pemberian Nomor Register sebagaimana
amanat Pasal 243 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.*® Adapun
yang dimaksud Menteri dalam ketentuan tersebut sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 1 angka 44 bahwa: ‘“Menteri adalah menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.”*

Atas dasar ketentuan tersebut maka Menteri Dalam Negeri
Menjabarkan ketentuan tarta cara pemberian nomor register melalui
Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dalam peraturan tersebut tata cara pemberian nomor register
Rancangan Perda kabupaten/kota disebutkan secara jelas sebagaimana
diatur dalam :

Pasal 101 ayat (3) :

“Bupati/walikota mengajukan permohonan Nomor Register kepada
Gubenur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati/walikota
bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan
perda yang dilakukan evaluasi/fasilitasi.”?°

Pasal 101 ayat (4) :

“Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Bupati/Walikota.” %

Pasal 101 ayat (5) :

“Menteri melalui kepala biro hukum sekretariat Jenderal dan
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan nomor
register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3),

18Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

19
Ibid

20Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

AR
Ibid.
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melakukan Verifikasi terhadap rancangan perda yang telah dilakukan
penyempurnaan.” %

Pasal 101 ayat (6)

“Dalam hal verivikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak
sesuai dengan hasil evaluasi dan hasil fasilitasi, rancangan perda
provinsi dan rancangan perda kabupaten/kota tidak diberikan nomor
register.”?®

Pasal 102 ayat (1)

“Menteri dalam negeri memberikan Nomor Register rancangan
perda provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
memberikan Nomor Register Rancangan Perda Kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Paling lama 7
(tujuh) Hari sejak rancangan perda diterima.”?*

Pasal 103 ayat (1)

“Rancangan Perda yang belum mendapatkan Nomor Register
sebagiamana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) belum dapat
ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam
lembaran daerah.”*

Pasal 104 ayat (2)

“Pemberian Noreg Rancangan Perda Kabupaten/kota dilaksanakan
oleh Biro Hukum Provinsi atau hama lainnya dengan menyesuaikan
hasil Evaluasi dan Fasilitasi.”?

Dari ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, tugas dan

wewenang gubenur dalam proses pembentukkan Perda kabupaten/kota
melalui Evaluasi dan penerbitan Nomor register dapat penulis

gambarkan sebagai berikut :

22Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Zpid.
*|bid.
2|pid.
2pid.



EVALUASI

Bupati/Walikota mengajukan
permohonan Evaluasi
Ranperda APBD yang telah
disetujui bersama DPRD
kepada Gubernur

v

59

NOMOR REGISTER

!

Sekda atas nama
Bupati/Walikota
mengajukan permohonan
Nomor Register Setelah
Ranperda disempurnakan
dan disetujui bersama

Gubernur melalui Tim
Evaluasi melakukan
pengkajian dan analisis
Ranperda APBD
Kab/kota

DPRD dan Bupati/Walikota

Melakukan Penyempurnaan

Raperda APBD berdasarkan
SK Gubernur tentang Evaluasi

!

Tim Evaluasi
Melakukan Verifikasi
terhadap Kesesuaian

Ranperda APBD

dengan Hasil Evaluasi

!

Laporan hasil Evaluasi

A

dituangkan dalam Surat
Keputusan Gubernur dan
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N

Sesuai Tidak

Gubernur Menerbitkan
Nomor register melalui Biro
Hukum Setda Provinsi

DPRD dan Bupati/Walikota
melakukan Penyempurnaan
Kembali

Gambar 2 : Tahapan Evaluasi dan Nomor Register Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota oleh

Gubernur

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Hukum Sekretariat

Daerah Provinsi Gorontalo selang Tahun 2017 sampai dengan Tahun

2020 telah menerbitkan sebanyak 199 Nomor register untuk rancangan

Perda Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Adapun rincian Nomor

register Rancangan Peraturan Daerah yang telah diterbitkan Pemerintah

Provinsi

sebagai berikut :

Gorontalo berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota adalah
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Tabel 1
Penerbitan Nomor Register Untuk Kabupaten/Kota
Di Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2017 s/d 2020

Kab/Kota Jor7 [ ot | 208 [ 20| Tow
Kota Gorontalo 8 8 12 8 36
Kab. Gorontalo 4 16 7 8 35
Kab. Boalemo 3 5 6 7 21
Kab. Pohuwato 6 12 7 13 38
Kab. Bone Bolango 5 16 9 10 40
Kab. Gorontalo Utara 6 4 11 8 29
Jumlah 32 61 52 54 199

Sumber Data : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Dari Uraian terkait proses kewenangan gubenur dalam
pengawasan prepentif, jelas bahwa Ranperda tentang APBD
Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan menjadi APBD wajib dilakukan
Evaluasi dan Penerbitan Nomor Register oleh Gubernur sebagaimana
diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. yang selanjutnya diajabarkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Sedangkan tata
cara pemberian Nomor Register diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah.
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4.2. Ketentuan yuridis terhadap tindakan gubernur dalam pemberian nomor
register Ranperda APBD vyang bertentangan dengan Kketentuan
perundang-undangan dari aspek Diksresi.

Implikasi putusan MK yang mencabut wewenang gubernur untuk
membatalkan perda Kab/Kota menjadikan pembentukan Perda kab/kota
diperketat, salah satunya dengan menerbitkan nomor register sebelum perda
tersebut diundangkan. Wewenang pemberian nomor register ini sangat
stragis, Meskipun Ranperda tersebut telah ditetapkan dan disetujui bersama
antara DPRD dan Kepala Daerah Kab/Kota namun ranperda tersebut tidak
dapat diundangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota sebelum Gubernur menerbitkan Nomor Register, meskipun
UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 242 ayat (5) memberikan Wewenang kepada
gubernur untuk menerbitkan nomor register namun dalam permendagri 120
Tahun 2018 pada pasal 101 ayat (6) mengatur ketentuan nomor register tidak
dapat diterbitkan apabila ranperda tidak sesuai dengan hasil evaluasi. Hal ini
tentunya berkaitan dengan tindakan gubernur yang telah menerbitkan nomor
register ranperda tentang APBD kabupatan boalemo pada tahun 2019 yang
tidak sesuai evaluasi dimana hasil verifikasi Tim Evaluasi terdapat satu
klausul dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor
389/29/X11/2019 tanggal 24 Desember 2019 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang APBD Tahun Anggaran 2020

dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran APBD Tahun
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Anggaran 2020 tidak ditindak-lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo,
hal ini bertentangan dengan Pasal 101 ayat (6) Permendagri 120 Tahun 2018
yang menyatakan bahwa :
“Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa Rancangan Perda tidak sesuai
dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi rancangan Perda Provinsi dan
Kabupaten/kota tidak diberikan nomor register” 2t

Keabsahan Tindakan Gubernur dalam menerbitkan nomor register
rancangan Perda Kabupaten Boalemo tentang APBD yang bertentangan
dengan Kketentuan Permendagri hanya dapat dianalisis melalui Hukum
Administrasi Negara dalam bentuk Diskresi yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Para Pakar hukum memiliki pandangan yang berbeda dalam
mengartikan diskresi tetapi pada hekekatnya secara substansi tujuannya sama
yakni kebebasan pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengambil
tindakan. Secara umum diskresi dapat diartikan kebijaksanaan pejabat
berwenang dalam memutuskan suatu tindakan yang tidak didasarkan pada
ketentuan peraturan, undang-undang ataupun hukum yang berlaku hal ini
sejalan dengan pengertian diskresi yang dikenal pertama kali di belanda. Pada
intinya Diskresi memberikan ruang bagi pejabat pemerintah untuk melakukan
suatu tindakan/perbuatan tanpa terikat sepenuhnya pada undang-undang guna

kepentingan umum.

27Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
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Menurut Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa:
“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan

perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”?®

Berdasarkan pengertian Diskresi dalam undang-undang diatas, tindakan
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagai pejabat pemerintah dalam
penerbitan nomor register Ranperda tentang APBD tentunya terlebih dahulu
dianalisis berdasarkan unsur-unsur sebagaimana pengertian dalam undang-
undang administrasi pemerintahan. Hal ini merupakan landasan utama atau
pondasi dalam pengambilan kebijaksanaan dalam bentuk diskresi. Unsur-
unsur sebagaimana pengertian diskresi dalam Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan untuk menganalisis keabsahan tindakan gubernur dalam
menerbitkan nomor register rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2020
adalah (1) peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan; (2)
Peraturaun Perundang-undangan tidak mengatur; (3) Peraturaun
Perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau (4) Adanya
stagnasi pemerintahan. ?° Empat unsur tersebut menurut pendapat peneliti
tidak harus terpenuhi semuanya namun dengan ada frasa dan/atau

mengartikan bahwa adanya pilihan atau cukup salah satu unsur terpenuhi

28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
29Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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maka keabsahan tindakan gubernur dapat terpenuhi secara formal dalam
pengambilan keputusan melalui diskresi.
4.2.1. Peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan.
Penjelasan  terkait Peraturan  perundang-undangan yang
memberikan pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 huruf a
lampiran undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan disebutkan bahwa:
“pilihan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan
dicirikan dengan kata dapat, boleh atau diberikan kewenangan,
berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang
dimaksud pilihan tindakan adalah respon atau sikap pejabat
pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan

administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”*°

Memaknai penjelasan undang-undangan tersebut diatas, jika
dikaitkan dengan ketentuan Pemendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang
mengatur tata cara pemberian nomor register dalam pasal 101 ayat (6)
disebutkan bahwa :

“Dalam hal Verifikasi menyatakan rancangan Perda tidak sesuai

dengan hasil evaluasi dan hasil fasilitasi, rancangan perda provinsi
dan kabupaten/kota tidak diberikan nomor register.”!

Ketentuan tersebut jelas tidak terdapat frasa dapat, boleh atau
gubernur diberikan kewenangan untuk memberikan nomor register

meskipun rancangan Perda tentang APBD kabupaten/kota tidak sesuai

30Lampiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
31Lampiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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dengan Hasil evaluasi. Meskipun dalam pasal 24 ayat (5) UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa Gubernur diberikan
kewenangan untuk memberikan nomor register rancangan perda
kabupaten/kota namun dalam peraturan pelaksana yakni peraturan
menteri dalam negeri yang mengatur tata cara pemberian nomor register
tidak memberikan pilahan kepada gubernur untuk memberikan nomor
register jika Pemerintah kabupaten/kota tidak menindaklanjuti hasil
evaluasi.
4.2.2 Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur,

Unsur Peraturan perundang-undangan tidak mengatur Dalam
Pasal 23 huruf b lampiran undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
penjelasan terkait terkait unsur ini dijelaskan bahwa ketiadaan atau
kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu kondisi tertentu atau diluar kelaziman. Pemaknaan
penjelasan tersebut jelas tidak dapat dijadikan dasar keabsahan tindakan
gubernur dalam memberikan nomor register terhadap ranperda tentang
APBD kabupaten boalemo meskipun Perda APBD tidak diberikan
nomor register yang dapat mengakibatkan kekosongan hukum dalam
pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan didaerah, hal itu tidak
terpenuhi karena hasil pengumpulan bahan hukum primer terdapat
ketentuan yang mengatur terkait Ranperda APBD yang masih dapat

dilaksanakan melaui penerbitan Perkada oleh bupati/walikota dengan
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menacu pada Pagu Anggaran Perda APBD tahun sebelumnya. Pasal
315 ayat (8) UU No. 23 tahun 2014 disebutkan bahwa :
“Dalam hal pembatalan Perda dilakukan terhadap seluruh isi Perda
Kabupaten/kota tentang APBD dan Peraturan Bupati/walikota

tentang penjabaran APBD sebagiamana dimaksud pada ayat (6),
diberlakukan Pagu anggaran sebelumya. *

Lebih lanjut dalam Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.

12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa:
“Dalam hal Kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersam dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD,

kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling
tinggi angka APBD Tahun anggaran sebelumnya.”*

Dari kentuan tersebut jelas tidak akan terjadi kekosongan hukum
atau tidak adanya peraturan yang mengatur dalam hal pengelolaan
anggaran pada tahun berkenaan.

4.2.3 Peraturan Perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas.

Penjelasan dalam Pasal 23 huruf ¢ Lampiran UU Nomor 30
Tahun 2014 perihal peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau
tidak jelas jika dalam peraturaun perundang-undangan masih
membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturaun yang tumpang tindih
(tidak disinkron dan tidak harmonis), dan belum dibuatnya peraturan
pelaksana saat dibutuhkan. Ketentuan ini jelas tidak memenuhi unsur

dalam memberikan ruang terhadap keputusan gubernur dalam

32Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
33
Ibid.
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memberikan nomor register, hal ini disebabkan dalam UU No. 23
Tahun 2014 yang mengatur secara umum perihal pemberian nomor
register disebutkan dalam pasal 243 ayat (3) bahwa “tata cara
pemberian nomor register diatur lebih lanjut dengan peraturan
Menteri.”®** Atas dasar ketentuaun tersebut maka oleh menteri yang
membidangi urusan dalam negeri menerbitkan Peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukkan Produk hukum
Daerah yang dalam perjalanannya diubah dengan Peremendagri No.
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan produk hukum daerah. Dengan adanya
peraturan pelaksana dalam pemberian nomor register yang telah
dilakukan perubahan maka jelas bahwa peraturan yang mengatur
perihal pemberian nomor register telah lengkap dan jelas untuk
dilaksanakan.
4.2.4. Adanya stagnasi pemerintahan

Lampiran UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
pemerintahan pada pasal 22 ayat (2) huruf d maksud stagnasi
pemerintahan yakni aktivitas atau roda pemerintahan tidak dapat
terlaksana dikarenakan kebuntuan disfungsi dalam penyelenggaraan
pemeritahan. Suatu Rancangan Perda dapat berlaku menjadi sebuah

perda apabila telah mendapat nomor register. sebagaimana disebutkan

34Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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dalam Pasal 103 ayat (1) Pemendagri No. 120 tahun 2018 disebutkan
bahwa “
“Rancangan Perda yang belu, mendapatkan nomor register
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), belum dapat

ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam
lembaran daerah” *°

Memncermati  ketentuan tersebut jika dikaitakan dengan
pengertian pembentukan perundang-undangan sebagiamana disebutkan
dalam pasal 1 angka 1 UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan
peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa :

“Pembentukkan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan
peraturaun  perundang-undangan yang mencakup tahapan

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan
dan pengunadangan.”®

Atas dasar ketentuan tersebut syarat formil pembentukkan
peraturan perundang-undangan salah satunya pengundangan. Jika
dikaitkan dengan rancangan perda tentang APBD apabila tidak
diberikan nomor register tentunya unsur stagnasi pemerintahan dapat
terpenuhi karena APBD merupakan peraturan dasar yang dijadikan
panduan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penganggaran dan
pembangunan didaerah. APBD sangat penting untuk membiayai
jalannya roda pemerintahan, selama perda tentang APBD belum
ditetapkan tentunya aktivitas dan penyelenggaraan pemerintahan akan

mengalami kebuntuan.

35Lampiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
36Undang—Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan peraturan perundang-undangan
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Untuk memastikan bahwa unsur stagnisasi ini terpenuhi atau tidak
peneliti melakukan pendalaman terkait Pembentukan Perda tentang
APBD melalaui peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 315 ayat
(8) UU No. 23 tahun 2014 disebutkan bahwa :

“Dalam hal pembatalan Perda dilakukan terhadap seluruh isi Perda
Kabupaten/kota tentang APBD dan Peraturan Bupati/walikota

tentang penjabaran APBD sebagiamana dimaksud pada ayat (6),
diberlakukan Pagu anggaran sebelumya. '

Lebih lanjut dalam Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.

12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa:
“Dalam hal Kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersam dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD,

kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling
tinggi angka APBD Tahun anggaran sebelumnya.”®

Mencermati ketentuan tersebut diatas. Peneliti dapat menarik
sebuah konklusi bahwa meskipun rancangan perda tentang APBD tidak
diberikan Nomor Register yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya
rencana Program dan Kegiatan sesuai Rancangan Perda maka
Bupati/Walikota dapat menggunakan perda APBD tahun anggaran
sebelumnya dengan menyusun Perkada sesuai dengan besaran Pagu
yang ditetapkan dalam Perda APBD tahun sebelumnya.

Mencermati hal diatas, jelas menurut peneliti dalam hal stagnasi

pemerintahan tidak dapat terpenuhi, meskipun Ranperda tentang APBD

37Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

%pid.
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tahun berkenan tidak dapat ditetapkan namun Pemerintahan Kabupaten

Boalemo masih dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan

menyusun Perkada tantang APBD berdasarkan Pagu anggaran yang

telah ditetapkan pada Perda APBD tahun Sebelumnya.

Dari uraian yang peneliti jabarkan diatas, meskipun gubernur memiliki
wewenang dalam penerbitan nomor register sebagimana dimaksud dalam
Pasal 245 ayat (5) UU No. 23 tahun 2014 dan adanya permendagri nomor 120
tahun 2018 pada ayat 106 ayat (6) terkait tidak sesuainya ranperda dengan
hasil evaluasi tidak diberikan nomor register, yang tidak dipatuhi oleh
gubernur maka unsur-unsur sebagaiamana disebutkan dalam pengambilan
sebuah kebijakan/kebijaksanaan diskresi oleh gubenur dalam menerbitkan
nomor register terhadap Perda tentang APBD kabupaten Boalemo pada tahun
2019. Maka tindakan gubernur tidak sesuai dengan amanat atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Adapun konsekuensi akibat dari tindakan gubernur dalam pemberian
Nomor register Ranperda tentang APBD kabupaten boalemo yang tidak
sesuai dengan hasil evaluasi akan berdampak pada Permasalah hukum apabila
dalam pengelolaan APBD kabupaten boalemo ditemukan penyalahgunaan
anggaran (korupsi) yang berkaitan dengan klausul yang tidak disempurnakan
oleh Pemerintah Daerah kabupaten Boalemo. Selain itu gubernur akan
mendapat sanksi administrasi oleh Kemendagri sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
1. Asas Hierarki peraturan perundang-undangan yang dianut NKRI
memberikan konsekuensi materi muatan Perda Kab/kota tidak boleh
bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi Untuk memastikan
kesesuaian Materi Muatan perda yang dibentuk oleh Pemerintahan
Kabupaten./kota, maka Pemerintah Pusat memberikan tugas kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan
kewenangan pemberian nomor register sebelum ranperda diundangkan.
Wewenang gubernur dalam pemberian Nomor Register diatur secara
umum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dalam
Pasal 242 dan Pasal 243 dan diatur lebih lanjut dalam Permendagri No.
120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dari Pasal
98 sampai dengan 104 dan Pasal 106. Noreg tidak diterbitkan apabila
hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti/disempurnakan Pemerintah Kab/kota.
2. Terhadap tindakan gubernur yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 101
ayat (6) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, dari aspek diskresi hasil
kajian peneliti bahwa sebagaimana unsur yang terkandung dalam
pengertian diskresi peraturan perundang-undangan yang : (1)
memberikan pilihan, (2) tidak mengatur, (3) tidak lengkap atau tidak
jelas, dan/atau (4) adanya stagnasi pemerintahan. jelas tidak terpenuhi.
Hal ini akan berakibat hukum dan sanksi administrasi apabila terdapat
temuan penyelahgunaan pengelolaan APBD (Korupsi) oleh pemerintah

kabupaten boalemo terhadap hasil evaluasi yang tidak ditindaklanjuti.
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5.2. SARAN

Dari permasalahan yang peneliti uraikan diatas jika merujuk pada konsep
evektifitas dan penegakan hukum yang dikemukan oleh Lawrence M.
Friedmen yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dapat
peneliti sarankan :

1. Masih terdapatnya ketentuan peraturan yang perlu dilakukan permbaruan
dalam hal substansi hukumnya. Penulis berharap ketentuan perihal tata
cara evaluasi APBD yang masih mengacu pada Permendagri No. 16
Tahun 2007 agar dapat diatur dalam satu kesatuan permendagri yang
mengatur tentang pembentukkan produk hukum daerah

2. Gubernur sebagai struktur hukum diharapkan lebih tegas dan patuh
dalam pengambilan keputusan/kebijakan sesuai dengan ketentuan
peraturaun perundang-undangan. dan Pemerintahan kabupaten/kota yang
menjadi bagian dalam budaya hukum harus taat pada ketentuan dalam

pembentukan peraturan daerah.
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ABSTRACT

ISWAN KASIM. H1117071. THE GOVERNOR’S AUTHORITY IN THE
ESTABLISHMENT OF DISTRICT/MUNICIPAL LOCAL REGULATION IN
GORONTALO PROVINCE (A DISCRETION OF REGISTRATION NUMBER
REGARDING TO BOALEMO DISTRICT’S LOCAL GOVERNMENT
BUDGET IN 2019)

The objectives of the study are to (1) identify the procedure for issuing the
registration number of local regulation draft regarding the local government
budget, and (2) identify the juridical review on Governor’s Degree that against the
laws and regulations from a discretion aspect. The study employs normative/library
research method by researching secondary sources of law which are compiled
systematically and thoroughly that lead to conclusions in response to the problem
being studied. The study discusses the procedure for issuing registration number
regulated in Law Number 32/2014 regarding local government and Ministry of
Home Affairs Regulation Number 120/2018 regarding the amendment to Ministry
of Home Affairs Regulation Number 80/2015 regarding the establishment of local
law product. A local government regulation draft cannot be established as local
regulation without the registration number. In terms of discretion, the governor’s
act against the Laws and Regulations in issuing the registration number of local
regulation draft regarding the local government budget that juridically based.on
the scope included in the definition of discretion in Law Number 30/2014wheré'the"
law provides the option, absent, incomplete or unclear, and/or/ admlnlstratlon'!’
stagnancy, is formally not accomplished. The failure of the Jurldical rw/\/ will
have legal consequences and administrative sanction whenever there are mEhn
of misuse of local budget management by the Boalemo distriGt\ ““m“én /
concerning the evaluation outcome that is not being followed up. 74
Keywords: authority, registration number, discretion, local regulation, local
government budget.




ABSTRAK

ISWAN KASIM. H1117071. WEWENANG GUBERNUR DALAM PROSES
PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
GORONTALO (DISKRESI PEMBERIAN NOMOR REGISTER TENTANG
APBD KABUPATEN BOALEMO PADA TAHUN 2019)

Tujuan Penelitian ini untuk (1) Mengetahui Prosedur Penerbitan Nomor Register
Ranperda tentang APBD; (2) Mengetahui tinjauan yuridis terhadap
Keputusan/Tindakan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan Perundang-
Undangan dalam aspek Diskresi. Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian
Normatif/Penelitian kepustakaan. metode ini dilakukan dengan meneliti bahan
hukum sekunder yang disusun secara sistematis dan cermat sehingga dihasilkan
konklusi untuk menjawab masalah yang diteliti. Pembahasan Penelitian terkait
prosedur penerbitan Nomor Register diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Permendagri No. 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah. Tanpa Nomor Register sebuah Rancangan Perda tidak
dapat ditetapkan menjadi Perda. Dari aspek Diskresi, Tindakan gubernur yang
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dalam menerbitkan Nomor
Register Ranperda APBD, bahwa secara yudiris unsur-unsur dalam pengertian
diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni _peraturan
memberikan pilihan, peraturan tldak mengatur, peraturan tldak Iengkag/tldak jelas

terpenuhinya aspek yurudis ini akan beraklbat hukum dan sankSi adn%tray
apablla terdapat temuan penyelahgunaan pengelolaan APBD (Korugsl)m,dleh /5

Kata kunci : Wewenang, Nomor Register, Diskresi, Peraturan Daerah, APBD.
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